
WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 42 TAHUN 2OO7

TENTANG

PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGTTTAN PAJAK BL]MI

DAN BANGTJNAN ( PBB ) BAGIAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BI SMILLAHIRRAH MAN IRRAHIM

DENGAN RAHJVIAT ALLAfI YANG MAHA ESA

Menimban-e

WALIKOTA LANGSA'

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Keputusan MenteriKeuangan

r\omor 83/l(MK.04/2000 Tanggal21 Maret 2000 tsntang Pernbagian dan

Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. maka untuk

Bagian Pemerintah Kota Langsa perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan

Walikota sebagai pedoman pelaksanaannya ;

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penggunaan dan Tata

Cara Pembagian Bial'a Pemungutan Pajak Rumi dan Bangunan Bagian

Pemerintah Kota Langsa.

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa:

4. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan

Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah

sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Pelaturan Pernerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang:
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahar Daerah,
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Burni dan Bangunan antara Pernerintah Pusat dan
Daerah;

9. Keputusan lvlenteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang
Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan:

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentarlg Pembagian
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

I l. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tattang
Dana Perimbangan antara Pemerintah Propinsi dan Pernerintah
Kabupaten/Kota.

12. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Penataan Susunan Organisasi dan l'ata Kerja Lernbaga Teknis Daerah
Kota Langsa sebagairnana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Notnor
I 5 Tahun 2007.

Mengingat



Menetapkan

II,IEMTITT}SKAN :

PERATTIRAN WALIKO'TA LANGSA TENTANG PENGGTJNAAN
DAN TA'I'A CARA PENYAT,TIRAN BIAYA PEb4I]NGIJTAN PAJAK
BT]MI DAN BANGT]NAN ( PBI] ) BAGIAN PEMERTI\.ITAH
I(OTA I.,ANGSA

Pasal I

Berdasarkan Peraturan N'Ienteti Keuangan Republik Indonesia Nomor
34/PN'1K.03i2005 Tanggal 25 N4ei 2005 tentang Pernbagian Hastl

Penerirnaan Pajak Burni dan Bangunan antata Pemerintalr Pusat dan
Daerah, bahrva biaya Pemungutan Pajak Burni dan Bangunan 9oi
(Sembilan persen) dibagrkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Pasal 2

Biaya Pemungutan Paiak Bumi dan Bangunan Bagian Pcrnerintah Kota
Langsa sebagairnana tetsebut di atas digunakan untuk :
a. Pengadaan Barang Cetakan dan Pengadaan lainnya yang rnenduliung

kelancaran Penerimaan PBB;
b. lnsentif/Upah Pungut kepada Tim lntensifikasi PBB sebagai

penanggung jawab atas upaya Peningkatan Penerimaan PBB,
c. InsenfiflUpah Pungut atas upaya Penagihan/Pemunglrtan oleh Petugas

Pemungut Desa/GpiKel, Kecarnatan dan Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kota Langsa atau pihak lain yang ada kaitannya dengan
Pemungutan PBB;

d. Kegiatan Peningkatan Kualitas Surnber Daya bagi Aparatur dan
Petugas Pemungut dalarn rangka upaya peningkatan peneiimaan PBB;

e. Kegiatan lain yang rnendukuttg kelancaran Pelaksanaan Operasional
pada Badan Pengelola Keuangan Daorah Kota Langsa.

Pasal 3

Besarnl'a Pernbagian dan Penyaluran Biaya Pemungutan Paiaii Bumi dan
Bangunan bagian Pemerintah Kota L.angsa untuk masing'lnasing sektor
sebagaimana kegiatan tersebut diatas diatur tersendiri dengan Keputusan
\\'alikota Langsa.

Pasal {

Pemerintah Kota Langsa mernbentuk Tim Intensifikasi PBB sebagai
penanggung ja*'ab dalarn rangka up&ya Peningkatan Penerimaan PBB.

Pasal 5

Selanjutnya untuk tlengelola Braya Panungutan Pajali Bunri daii Bangunan
tersebut dilaksanakan oleh Bendahara Tim lntensitikasi PBB Kota l.angsa.

Pasal 6

Dalarn melaksanakan kegiatan pengelolaan Biaya Pemutrgutan PBB bagian
Kota Langsq Bendahara Tim Intensifikasi PBU bertanggung javvab kepada
Walikota Langsa c/q. Fi.epala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota
Langsa dengan tugas-tugas sebagai berikut ;
a. iv{enerima Hasil Perolehan Biaya Pemungutart Pajak Buini dan

Bangunan bagian Pernerintali Kota Langsa dari Kas Daerah Peinerintalr
F-ots Lsngse;

b. iv{embagikar/ntenyalurkan BP.PBB kepada yeuig berhak metterirnanya
dan sesuai ketcntuan yang berlaku dalarn rangka upa')/a peningkatan
Penerimaan Pajak Burni dan Bangunan:

c .  N{embuat  . . .  . . .  .



c. Vlembuat Laporan Hasil Pelnbagiarr/Penyaluran Biaya Peurungutan
Pa.iali l3urni dan Bangunan kepada Walikota Langsa ciq. Kepala Badan
Pengelola Keuangan Daelalt l(ota I-angsa.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota Langsa ini mulai bellaku. maka Peraturan

Walikota Langsa Nomor 3 
'Iahun 2007 tentang Penggunaan dan Tata Cara

Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak tlumi dan Bangunan (PBB) Bagian

Pernerintah Kota Langsa dinyatalian tidak berlaku.

Pasal 8

Peratulan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya- melnerintahkan pengundan gan Peraturan

Walikota irri dengan penernpatannya clalanr Berita Daerah Kota Langsa.

l)itetapkan di l-angsa
pada tanggal 3 Desernber 2007 M

23 Dzulclaidah 1428 H
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Diundangkan di Langsa
nada tanrrsal i Desctnber 2007 rvl

2lr Dzuloaidah 1428 H
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